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Legal Drafting Penetapan dan/atau

Pemeringkatan Cagar Budaya 

Peringkat Kabupaten/Kota

Biro Hukum dan Fasilitasi Kerja Sama
Sekretariat Jenderal Kementerian Kebudayaan

2025



DASAR HUKUM

Peraturan Menteri

Pendidikan, Kebudayaan,

Riset, dan Teknologi No.36

Tahun 2023 tentang

Penyelenggaraan Register

Nasional Cagar Budaya

Peraturan Pemerintah No.1

Tahun 2022 tentang

Register Nasional dan

Pelestarian Cagar Budaya

Undang-Undang No.11 Tahun 2010 

tentang Cagar Budaya



UU No.11 Tahun 2010 PP No.1 Tahun 2022 Permendikbudristek 

No.36 Tahun 2023

Pasal 41

Pemerintah dan Pemerintah

Daerah dapat melakukan

pemeringkatan Cagar Budaya

berdasarkan kepentingannya

menjadi peringkat nasional,

peringkat provinsi, dan

peringkat kabupaten/kota

berdasarkan rekomendasi

Tim Ahli Cagar Budaya.

Pasal 39

(1) Keputusan Penetapan status Cagar Budaya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38

paling sedikit memuat nama dan alamat

Cagar Budaya.

(2) Keputusan Penetapan status Cagar Budaya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilengkapi dengan lampiran yang memuat:

a. identitas Cagar Budaya;

b. deskripsi Cagar Budaya;

c. kriteria Cagar Budaya; dan

d. nama pemilik dan/atau yang menguasai

Cagar Budaya.

(3) Identitas Cagar Budaya sebagaimana

dimaksud pada ayat (21 huruf a paling

sedikit memuat batas, koordinat, peta,

dan/atau foto.

(4) Deskripsi Cagar Budaya sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit

memuat ukuran, bentuk, bahan, dan warna.

Pasal 37 ayat (1) 

Menteri, gubernur, atau

bupati/wali kota sesuai dengan

kewenangan menetapkan

status ODCB menjadi Cagar

Budaya dan menentukan

peringkat Cagar Budaya

melalui keputusan berdasarkan

rekomendasi Tim Ahli Cagar

Budaya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 35.



UU No.11 Tahun 2010 PP No.1 Tahun 2022 Permendikbudristek No.36 

Tahun 2023

Pasal 44

Cagar Budaya dapat ditetapkan

menjadi Cagar Budaya peringkat

kabupaten/kota apabila memenuhi

syarat:

a. sebagai Cagar Budaya yang

diutamakan untuk dilestarikan

dalam wilayah kabupaten/kota;

b. mewakili masa gaya yang khas;

c. tingkat keterancamannya tinggi;

d. jenisnya sedikit; dan/atau

e. jumlahnya terbatas.

Pasal 40

Keputusan peringkat Cagar Budaya

sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 38 paling sedikit memuat:

a. nama Cagar Budaya;

b. alamat atau lokasi Cagar

Budaya;

c. peringkat Cagar Budaya; dan

d. nama pemilik dan/atau yang

menguasai Cagar Budaya.

Pasal 43 

Keputusan peringkat Cagar Budaya

melalui keputusan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1)

paling sedikit memuat:

a. nama Cagar Budaya;

b. alamat atau lokasi Cagar

Budaya;

c. peringkat Cagar Budaya; dan

d. nama pemilik dan/atau yang

menguasai Cagar Budaya.

Pasal 45

Pemeringkatan Cagar Budaya

sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 41 untuk tingkat nasional

ditetapkan dengan Keputusan

Menteri, tingkat provinsi dengan

Keputusan Gubernur, atau tingkat

kabupaten/kota dengan Keputusan

Bupati/Wali Kota.

Pasal 45 

Gubernur dan bupati/wali kota

sesuai dengan kewenangan

menyampaikan salinan keputusan

Penetapan dan/atau keputusan

peringkat Cagar Budaya kepada

Menteri.



PENETAPAN & PEMERINGKATAN CAGAR BUDAYA

2 3

Pemerintah 
kabupaten/kota 
menyampaikan 
hasil penetapan 
kepada pemerintah 
provinsi

Pemeringkatan CB 

oleh Menteri, 

Gubernur, atau 

Bupati/Walikota

1

Penetapan status 

CB oleh 

Bupati/Walikota (30 

hari)



SURAT EDARAN SEKRETARIS JENDERAL 

KEMDIKBUDRISTEK NOMOR 26 TAHUN 

2021 TENTANG PEMBERIAN IZIN 

PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN 

(22 OKTOBER 2021)

LEGAL DRAFTING KEPUTUSAN 

PENETAPAN/PEMERINGKATAN 

CAGAR BUDAYA
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Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022

DASAR HUKUM
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JENIS DAN HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan 

Rakyat;

3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang; 

4. Peraturan Pemerintah; 

5. Peraturan Presiden; 

6. Peraturan Daerah Provinsi; dan 

7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011

Kedudukan Peraturan Menteri?

1. Merupakan salah satu jenis peraturan 

perundang-undangan selain sebagaimana diatur 

dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 

Tahun 2011; 

2. Diakui keberadaannya dan mempunyai 

kekuatan hukum mengikat sepanjang 

diperintahkan oleh Peraturan Perundang-

undangan yang lebih tinggi atau dibentuk 

berdasarkan kewenangan.

Pasal 8 UU Nomor 12 Tahun 2011



PERATURAN DAN KEPUTUSAN

abstrak

umum

Terus-menerus

PERATURAN KEPUTUSAN

final

individual

konkrit



FORMAT KEPUTUSAN 
PENETAPAN PERINGKAT 
(PERMENDIKBUDRISTEK 

NO.36 TAHUN 2023)







TERIMA KASIH

KEMENTERIAN

REPUBLIK INDONESIA

KEBUDAYAAN

1313
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